PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGRKALAN KERINCI
TELP. (0761) 494833 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PELALAWAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu
pelayanan dan terwujudnya penyelenggaraan pelayvanan yang
membahagiakan  masyarakat, perlu adanya  Standar
Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Nantuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2000
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3968);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474},

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 184)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Administrasi Secara Daring Kependudukan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019
tentang Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019
tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan
Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019
tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1611};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019
tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;



Menetapkan :
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 13 Tahun
2011 tentang Penyelengggaraan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

: Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Pelalawan dengan rincian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

adalah :

Pencatatan Biodata Penduduk;

Penerbitan Kartu Keluarga,;

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);
Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI;
Penerbitan Surat Keterangan Datang WNI;
Pencatatan Kelahiran;

Pencatatan Lahir Mati;

9. Pencatatan Perkawinan;

10. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;

11. Pencatatan Perceraian;

12. Pencatatan Pembatalan Perceraian;

13. Pencatatan Kematian

14. Pencatatan pengangkatan anak;

14. Pencatatan Pengakuan Anak;

15. Pencatatan Pengesahan Anak;

16. Pencatatan Perubahan Nama

17. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
18. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya;

19. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;
20. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil; dan
21. Legalisasi Dokumen Kependudukan

e Al

: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 6 Juni 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
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NIFTO ANIN, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19640425 198603 1 005




